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ABSTRAK

Thisstudyaimsto determinethedisparityofcriminalsanctions
againstcriminalactsofcorruption committed bystateofficialsand
privatepartiescarriedoutjointly.

ThisresearchwascarriedoutintheCityofSerang,BantenProvince,
specifically in the Corruption Courtatthe Serang DistrictCourtby
obtaining verdictdata.Furthermore,the data obtained are analyzed
qualitativelythendescribeddescriptively,whichdescribesaccordingto
theproblem thendrawsconclusionstodeterminetheresults.

Theresultsofthestudyindicatethat:(1)Theapplicationofmaterial
criminallawtothetwoperpetratorsofcorruptionisusingArticle3ofthe
CorruptionLaw.Likewise,Article55paragraph1ofthefirstCriminal
Codeisappropriatelyappliedtothiscasebecausetheactsarecarried
outjointly.(2)WhereasArticle18oftheCorruptionLawisonlyfulfilledby
thedefendantoftheprivatesectorbecauseithasbeenproventoenjoy
the proceedsofcorruption,the state administratorsare notfulfilled
because theyhave notbeen proven to enjoythe results.This is a
considerationofthejudgeintheruling,sothatthereisadisparityin
criminalsanctionsbetweenstateadministratorsandtheprivatesector.

Keyword:Disparity,Criminalsanction,Corruption,Considerationofthe
Judge.

I. Pendahuluan

A.LatarBelakangMasalah

TindakpidanakorupsiyangterjadidiIndonesiadaritahunketahun

makin sistematis merasukiseluruh sendikehidupan bernegara dan

masyarakat.Perkembangankorupsiselamakuranglebih30tahuntidak
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semakinberkurang,justrusemakinbertambahbaikdarisisikuantitatif

maupundarisisikualitatif.1

Huttingtonmenulissebagaiberikut.

“Korupsiterdapatdalam masyarakat,tetapikorupsilebihumum dalam
masyarakatyangsatudaripadayanglain,dandalam masyarakatyang
sedangtumbuhkorupsilebihumum dalam suatuperiodeyangsatudari
yang lain. Bukti-bukti dari sana sini menunjukkan bahwa luas
perkembangankorupsiberkaitandenganmodernisasisosialdanekonomi

yangcepat.”2

Selama1(satu)dekadeterakhir,gerakanpemberantasankorupsi

hampirmendominasipemberitaandiIndonesia.Halinimerupakansuatu

kewajaran, karenakerjaaparatpenegakhukum menunjukanprestasi

yang cukup mengesankan.Terutama terkaitperkara korupsiyang

disidangkandi PengadilanTindak Pidana Korupsi di Jakartayang

diajukanoleh KomisiPemberantasanKorupsi(KPK)hampirsemuanya

divonisbersalah.Namun,dalam menghadapikejahatanyangluarbiasa

sepertikorupsi.Capaian prestasiKPKdan PengadilanTipikorbukan

tanpa kritik.Masyarakatmasih menganggap vonis terhadap pelaku

korupsibelum memenuhirasakeadilanmasyarakat.Masihdianggap

belum proporsional. Salah satu alasannya karena vonis yang

diberikan majelis hakim masih relatifrendah,dan diantara putusan

perkarayangkuranglebihsejenisseringkaliterjadidisparitas.Akibatnya,

hukumanterhadapkoruptormenjadiinkonsisten.3

PadakasuspengadaanbarangdanjasadiDinasBinaMargadan

Tata Ruang Provinsi Banten dengan Perkara Nomor

25/Pid.Sus.TPK/2016/PN.SRGdanNomor26/Pid.Sus.TPK/2016/PN.SRG,

1PenjelasanUndang-UndangRepublikIndonesiaTentangKomisiPemberantasanTindak
PidanaKorupsi(UUKPK),2002
2SamuelP.Huttington.“ModernisasidanKorupsi,”Karangandalam bukuMochtarLubis
danJamesC.Scott,BungaRampaiKarangan-karanganMengenaiEtikaPegawaiNegeri
(Jakarta:BhrataraKaryaAksara,1977),hlm.121.
3
ICW,StudiatasDisparitasPutusanPemidanaanPerkaraTindakPidanaKorupsi(Jakarta,

Maret,2014).hlm.16
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merupakanperkaradalam TindakPidanaKorupsiproyekpembangunan

Jembatan Kedaung di Provinsi Banten, dimana pada kasus ini

penjatuhan sanksipidana korupsiyang dilakukan secara bersama-

samaterdapatperbedaanantarapenyelenggaranegarayangdivonis

dengan2TahunpenjaradandendaRp.50.000.000,-(LimaPuluhJuta

Rupiah)denganpihakswastayangdivonisdengan5TahunPenjaradan

dendaRp.100.000.000,-(seratusjutarupiah)danuangpenggantisebesar

Rp.9.069.838.710,8(sembilanmilyarenam puluhsembilanjutadelapan

ratustigapuluhdelapanributujuhratussepuluhrupiahdelapansen),jika

terdakwa tidakmembayaruang penggantipaling lama 1 (satu)bulan

sesudahputusanpengadilanmemperolehkekuatanhukum tetap,maka

hartabendanyadapatdisitaolehJaksadandilelanguntukmenutupiuang

penggantitersebut,dalam halterpidanatidakmempunyaihartabenda

yangmencukupiuntukmembayaruangpenggantitersebut,makadipidana

penjaraselama2(dua)tahun.

Melihatpadaterjadinyaperbedaansanksipidanayangmencolok

antarapenyelenggaranegaradanpihakswastainilahyangmenjadikan

penelititertarikuntukmengangkatpermasalahanini.

B.RumusanMasalah

Apakahfaktorpenyebabterjadinyadisparitassanksipidanabagi

pelaku tindak pidana korupsiyang dilakukan secara bersama-sama

antarapenyelenggaranegaradanpihakswasta?

(StudiKasusPerkaraNomor:25/Pid.Sus.TPK/2016/PN.SRGdanNomor:

26/Pid.Sus.TPK/2016/PN.SRG)

C.MetodePenelitian

Dalam penulisan penelitian ini,penulis menggunakan bentuk

penelitianhukum normatif(yuridisnormatif).Penelitianhukum normatif

disebutjugapenelitiankepustakaan(libraryresearch),adalahpenelitian

yangdilakukandengancaramenelusuriataumenelaahdanmenganalisis

bahanpustakaataubahandokumensiappakai.Dalam penelitianhukum
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bentukinidikenalsebagailegalresearch,danjenisdatayangdiperoleh

disebut data sekunder.Kegiatan yang dilakukan dapat berbentuk

menelusuri dan menganalisis peraturan, mengumpulkan dan

menganalisisvonisatauyurisprudensi,membacadanmenganalisisvonis

ataumencari,membacadanmembuatrangkumandaribukuacuan.Jenis

inilazim dilakukan dalam penelitian hukum normatifatau penelitian

hukum doktrinal.4

D.HasilPenelitiandanPembahasan

1.UraianPeristiwaPidana

Padatanggal29Juli2013 terdakwaIr.H.Sutadi,S.T.,M.Siselaku

PPK menanda tanganiSuratPerintah MulaiKerja No:762//SPMK/PJ-

KT1/DBT/VII/2013,sedangkanyangmenerimapekerjaanadalahIr.H.

Mokhamad KholisMM selakuPenyediaPekerjaanKonstruksi.Bahwa

kontrak pengadaan jembatan Kedaung Tahap Iditanda tanganioleh

terdakwaIr.H.Sutadi,S.T.,M.SiselakuPPKdanIr.M Kholis,MM selaku

DirutPT.Alam baruJayapadatanggaltanggal29Juli2013,nomor

kontrak:761/149.2/SPK/PJ-KT1/DBT/VII/2013,isipokokkontrak:

 NilaipekerjaansebesarRp.23.419.786.000,-(duapuluhtigamilyar

empatratussembilanbelasjutatujuhratusdelapanpuluhenam ribu

rupiah);

 Pekerjaan:PembangunanJembatanBajaPelengkung

Terdakwapenyelenggaranegara(PPK)menerbitkanSuratPerintah

Membayar(SPM)nomor01524/BMTR/SPM-LS/14.03/2013tanggal23

Desember2013dengannilaiRp.6.366.582.800,-(enam milyartigaratus

enam puluhenam jutalimaratusdelapanpuluhduaribudelapanratus

rupiah) yang ditujukan kepada Kuasa Bendahara Umum Daerah

PemerintahProvinsiBanten,denganperintahuntukmenerbitkanSP2D

untuk keperluan Pembayaran Angsuran II (99,04%)

4FakultasHukum UniversitasEsaUnggul,ModulKuliahMetodePenelitianHukum,
(Jakarta:UniversitasEsaUnggul,2018)
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PekerjaanPembangunanJembatan Kedaung Tahap Ipadakegiatan

PembangunanJembatansesuaikontraktanggal29Juli2013,padahalpada

saatituprogresspekerjaanbarumencapai88,40%,sehinggasebelum

pencairandana99,04% padatanggal20Desember2013padawaktu

malam hari diadakanpertemuandirumahterdakwayangdihadirioleh

terdakwa sendiri,saksiIr.M.Kholis,MM DirekturPT.Alam Baru Jaya

,KonsultanPengawasdansaksipelaksana PT.Alam Baru Jaya,dan

PPTK,sehinggadalam pertemuan disepakati supaya dibuat MC 5

dengan progrespekerjaan99,04% dengantujuansupayapembayaran

dapatdicairkansebesar99,04%kepadaPT.Alam BaruJaya.

Pelunasan pengadaan baja pelengkung ke PT Bukaka Teknik,

sampaidenganbulanApril2014belum dibayarkanolehPTAlam Baru

Jaya, sehingga jembatan pelengkung masih tetap di gudang

penyimpananPTBukakaTekniktidakdimobilisasikelokasijembatan,

artinyarangkajembatanbajapelengkungtersebutmasihmilikPTBukaka

Teknik

Bahwa temuan dariBPK RIProv.Banten pada tahun 2014

adalahpada pekerjaan Pembangunan Jembatan Kedaung TA.2013

ditemukan adanya kerugian keuangan negara sebesar

Rp.13.292.484.462,18 karena Pengadaan Baja Pelengkung belum

terpasang.

2.Faktor-faktorPenyebabTerjadinyaDisparitasSanksiPidanaBagi
PelakuTindakPidanaKorupsiYangDilakukanSecaraBersama-
samaAntaraPenyelenggaraNegaradanPihakSwasta

Intra-judgedisparityterjadiapabilaseoranghakim tidakkonsisten

dalam memutussetiapperkaranya.Misalkanpadasatuperkara,hakim

menjatuhkanhukumansebesar2tahunpenjara,namunpadaperkaralain

yang mempunyaikarakteristik yang sama,hakim tersebutmemutus

denganhukumansebesar7tahunpenjara.5

5MaPPIFHUI,MEMAKNAIDANMENGUKURDISPARITAS:StuditerhadapPraktik
PemidanaanpadaTindakPidanaKorupsi,BadanPenerbitFakultasHukum Universitas
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Indonesia-MasyarakatPemantauPeradilanIndonesiaFakultasHukum Universitas
Indonesia–USAID,Jakarta,2017,hlm.7.
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Disparitaspidanatampakapabiladiperbandingkankuantitaspidana

yang dijatuhkannya.Dalam perkara;

NomorPerkara1 :25/Pid.Sus.TPK/2016/PN.SRG.

Terdakwa1 :Ir.H.Sutadi,ST,M.SiBinSaminoSastroKartiko

Vonispidana :-PidanaPenjara2(dua)tahun

-Pidana denda Rp.50.000.000,-(lima puluhjuta

rupiah)subsidair1(satu)bulankurungan.

NomorPerkara2 :26/Pid.Sus.TPK/2016/PN.SRG.

Terdakwa2 :Ir.MokhamadKholis,MM,BinH.Ahmad

VonisPidana :-PidanaPenjara5(lima)tahun

- PidanadendasebesarRp100.000.000,-(seratus

jutarupiah)subsidairdenganpidanakurungan

selama1(satu)bulan.

- Membayar uang pengganti sebesarRp

9.069.838.710,8 (sembilan milyar enam puluh

sembilanjutadelapanratustigapuluhdelapan

ribu tujuh ratus sepuluh rupiah delapan sen)

subsidairdenganpidanapenjara2(dua)tahun.

Perbandinganpadakeduaputusantersebutmenjelaskanbeberapa

hal. Pertama,JaksaPenuntutumum menggunakanpasaldantuntutan

yang sama pada prosespenuntutan.Boleh jadi,karena kondisi dan

perbuatanantarakeduaterpidanatidakjauhberbeda.

Kedua,perkarainiberasaldarisatutindakpidanayangdilakukan

secara bersama-samaoleh penyelenggaranegara(Ir.HSutadi)danpihak

swasta(IrM Kholis).Dan keduaparaterpidana sama-samamelakukan

tindakpidanakorupsiyangmerugikankeuangan/perekonomiannegara.

Sebelum kedua Terdakwa dijatuhi pidana, Majelis Hakim

mempertimbangkanhal-halyang memberatkandanyang meringankan

daridiriTerdakwasebagaiberikut:

Hal-halyangmemberatkan:
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- Perbuatan kedua terdakwa tidak mendukung program pemerintah

dalam pemberantasantindakpidanakorupsi;

- Perbuatan keduaterdakwaselakuPegawai Negeri Sipil dalam

jabatannya selakuKadisBinaMargadanTataRuangProvinsiBanten

yangdiserahitugasselakuPenggunaAnggarandanselakuPejabat

PembuatKomitmen(PPK)dan DirekturPT.Alam Baru Jaya,telah

mencedarikepercayaanmasyarakatProvinsiBanten;

- KhususuntukTerdakwaIr.M Kholis(swasta)adasatuhallainyang

lebihmemberatkanyaitumenggunakanuangnegaradalam perkaraini

untukproyekpribaditerdakwadiluarpekerjaanyangdiperjanjikan;

Hal-halyangmeringankan:

- KeduaTerdakwabersikapsopanselamadipersidangan;

- KeduaTerdakwabelum pernahdipidana;

- KeduaTerdakwamenyesaliperbuatannya;

- KhususuntukTerdakwaIr.HSutadi(penyelenggaranegara)adasatu

hallainyanglebihmeringankanhukumannyayaituTerdakwatidak

menikmatikerugiankeuangannegaradalam perkaraini;

Padaperkaradiatas,Ir.M.Kholis,MM mendapatkansanksipidana

lebihberatdibandingkandenganIrH Sutadi,halinidisebabkanhakim

telahmemutuskanbahwaterdakwaIr.M.Kholis,MM telahmenggunakan

uang negara untukproyekpribadidiluarpekerjaan yang diperjanjikan,

sedangkanIrHSutadi,Msitidakturutmenikmatinya.

Hanyasajauntukterdakwapenyelenggaranegara(IrH Sutadi)

MajelisHakim tidakmempertimbangkan Pasal52 KUHP,yang isinya,

“Bilamana seorang pejabat karena melakukan perbuatan pidana

melanggarsuatu kewajiban khususdarijabatannya,atau pada waktu

melakukan perbuatan pidana memakaikekuasaan,kesempatan atau

saranayang diberikan kepadanyakarenajabatannya,pidananyadapat

ditambahsepertiga”.Sehinggaterkesansanksipidanayangdijatuhkan

untukpenyelenggaranegarasangatringan.

Ir.M.Kholis,MM terbuktijugamelanggarPasal18UU Tipikor,

sehingga adanya pidana penggantiadalah untuk memidana seberat
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mungkinagarjeradanuntukmenakutioranglainagartidakmelakukan

korupsi.Tujuan lainnya adalah mengembalikan uang Negara yang

melayangakibatsuatuperbuatankorupsi.

Beberapafaktorpenyebabdisparitaspemidanaan;

a. FaktorUndang-undang

Penggunaanhukum pidanasebagaipremium remidium padaUU

Tipikorjustrudianggapsebagaipemicuterjadinyadisparitaspemidaan

dalam perkarakorupsi.Contohnyapadakasusdiatas,penerapan pasal2

danpasal3UU Tipikor. Pasal ini paling sering ditudingsebagai

penyebabterjadinyadisparitasputusan

Problemnyaterletakpadaperbedaanancamanpidanaminimal-nya.Pasal2

mengaturpidanaminimal4tahun,sedangkanpasal3mengaturpidana

minimal1tahun.

Permasalahannyamunculketikapasal2 bisadikenakan kepada

siapasajatermasuk pihak laindiluarpenyelenggaranegara.Sedangkan

pasal3khusus ditujukankepadapenyelenggaranegara.Pertanyaannya,

mengapaancamanpidanaminimalterhadappasalyang juga ditujukan

untuk pihak diluarpenyelenggaranegara lebih beratdaripada pasal

yang ditujukankepada penyelenggara negara? Seharusnya, ancaman

minimum pidanadalam pasal3UUTipikorbisadisamakandenganpasal2

UUTipikor.Padapraktekyanglain,pasal3kerapdijadikanalasanuntuk

membeladiribagipenyelenggaranegarayangmaumenghindardaripasal2

karenahukumannyayanglebihberat.

b. Faktoryangbersumberdarihakim itusendiri

Problem disparitas juga bisa bersumberdariHakim.Antaralain

terjadikarena adanyapemahaman ideologisyang beragam terhadapthe

philosophyofpunishment(nilai-nilaidasaratau falsafahpenghukuman),

setidaknyadalam mengikutialiranhukum pidana(aliranklasikataualiran

modern).Selanjutnya dalam hukum pidana positif Indonesia,Hakim

mempunyaikebebasanyang sangat luasuntukmemilihjenispidana

(stafsoort)yang dikehendaki,sehubungandengan penggunaansistem

alternatifpengancamanpidanadidalam Undang-Undang.
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Faktoryangmenimbulkanvariasi/disparitas putusanpidana,antara

lain:

 Pertama-tama faktoryang mungkin menonjol,adalahmasalah

kepribadian Hakim,termasuk di dalamnya adalah masalah

mentalitas).Memang perludiakui,bahwa banyakfaktorlainyang

mungkinmempengaruhikepribadianseorangHakim.Faktorfaktor

tersebutmungkinmerupakan“raw-input”,“instrumental-input”dan

“environmental-input”.Kalaumasalahnyadibatasipada “raw-input”

saja,makapersoalannyatidaklahsesederhanayangdiduga.

 Yang kedua adalah masalah lingkungan,yang terutama

menyangkutlingkungansosial.Faktorinitidakhanyamempengaruhi

kepribadianHakim,akantetapijugaterhadappenjatuhanhukuman.

Dalam artiyang sangatluas, maka lingkungan sosial dapat

mencakup ruanglingkupyangsangatluas.SeorangHakim sangat

sulit untuk secara sempurnamenutupdiriterhadappengaruh

faktor-faktortersebut.

c. Tidakadapanduanbersama

Setelah ditinjaufaktorpenyebabdisparitaspidanayang bersumber

kepada hukum sendiri,yangdisatu pihak sebenarnyasecaraideologis

dapatdibenarkan,tetapidilainpihakmengandungkelemahan-kelemahan

berhubungdenganadanya“judicialdiscretion”yangterlaluluaskarenatidak

adanya“sentencingstandard”.6

Tepat pada tanggal29 Desember 2009 Mahkamah Agung

menerbitkanSuratEdaran MahkamahAgungRI,Nomor14Tahun2009

Tentang PembinaanPersonilHakim.Secarasubstantif,SuratEdaran ini

berisitiga hal.Pertama,dalam upaya pembinaanparaHakim Tinggi

agar secara periodik diadakan diskusi mengenaimasalah-masalah

hukum.Kedua,adanya Pembinaanterhadapparahakim tingkatpertama.

Dan Ketiga,langkah-langkah yang dimaksud sebagaimana pada poin

pertamadankeduatidakmembatasihakim dalam menemukaninovasi

6 Balitbang Mahkamah Agung Republik Indonesia,Kedudukan dan Relevansi
YurisprudensiUntukMengurangiDisparitasPutusanPengadilan,2010,halaman181.
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barudalam melakukanpembinaan.7

E.Kesimpulan

Faktor-faktoryang menyebabkan disparitas sanksipemidanaan

kasuskorupsiyangdilakukanbersama-samaantarapenyelenggaranegara

dan pihak swasta, dikarenakan Majelis Hakim mempertimbangkan

perbedaankwalitastindakpidanakorupsidarikeduaterdakwa,dimana

TerdakwaIrH Sutadi(penyelenggaranegara)faktoryangmeringankan

sanksipidana ialah tidak ikutmenikmatikerugian keuangan negara,

sedangkan untuk Terdakwa IrM Kholis (pihak swasta)faktoryang

memberatkansanksipidananyaialahselainiamemperolehkeuntungan

untukdirinyapribadidanjugamenguntungkanoranglaindarihasiltindak

pidanakorupsinya.HanyasajaMajelisHakim tidakmempertimbangkan

pasal52 KUHP untukpenyelenggaranegaradimanahukumannyabisa

ditambahsepertiga,sehinggaterlihatsanksipidananyalebihringan.Selain

dikenakanpasal3UUTipikorpihakswastajugadikenakanpasal18UU

Tipikor,yang apabila tidak bisa mengembalikan uang penggantiakan

mendapatkan pidana tambahan.Sehingga pada kasusiniHakim lebih

menitikberatkan dan mempertimbangkan kerugian negara serta upaya

pengembalian uang hasilkorupsikepada negara,halinijuga yang

membedakansanksipidanayangdijatuhkankepadapihakswastalebih

beratdibandingkandenganpenyelenggaranegara.
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